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MOTO 

’’Barang siapa bersungguh-sungguh, pasti akan berhasil.’’ 

"Kegigihan adalah kunci untuk mencapai tujuan yang besar."  

’’Confucius’’ 

"Kerja keras ada di balik mimpi yang besar. Iringi kerja keras itu dengan 

untaian doa pada Sang Pencipta karena tidak ada satu pun dapat terjadi 

kecuali atas kehendak dan rida-Nya." 

“Merasa puaslah dengan dirimu, Usahamu, dan Keluargamu niscaya 

kamu akan memperoleh kedamaian dan kebahagiaan.” 

“Jangan pernah meremehkan nilai keberuntungan, tetapii ingatlah bahwa 

keberuntungan datang kepada mereka yang mencari sesuatu.” 
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ABSTRAK 

Muhammad Erfandi. 2025. Analisis Yuridis Peran Pengawasan Partisipatif Dalam, 

Pelanggaran Pemilihan Umum.Skripsi, Prodi Hukum, Fakultas Sosial dan 

Humaniora, Universitas Nurul Jadid Piton Probolinggo. Pembimbing Herdy Pratama 

Susantyo, S.H.,M.H. 

Kata Kunci: Pengawasan Partisipatif, Pelanggaran Pemilu, Analisis Yuridis, 

Bawaslu, Partisipasi Masyarakat 

Penegakan integritas dalam penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) menjadi 

aspek krusial dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia. Salah satu pendekatan 

strategis untuk mencegah pelanggaran Pemilu adalah melalui pengawasan partisipatif 

yang melibatkan peran aktif masyarakat. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis 

secara yuridis bentuk, mekanisme, dan efektivitas pengawasan partisipatif dalam 

kerangka hukum Indonesia sebagai instrumen pencegahan pelanggaran Pemilu. 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji 

peraturan perundang-undangan terkait, termasuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2017 tentang Pemilu, serta peraturan teknis dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, pengawasan partisipatif telah 

memperoleh legitimasi hukum dan menjadi bagian integral dari sistem pengawasan 

Pemilu. Namun, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala 

seperti kurangnya pemahaman masyarakat, minimnya sosialisasi, dan terbatasnya 

kapasitas kelembagaan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, edukasi 

politik berkelanjutan, dan kolaborasi antara penyelenggara Pemilu dengan masyarakat 

sipil untuk meningkatkan efektivitas pengawasan partisipatif sebagai instrumen 

pencegahan pelanggaran Pemilu. 
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ABSTRACT 

Muhammad Erfandi. 2025. Analisis Yuridis Peran Pengawasan Partisipatif Dalam, 

Pelanggaran Pemilihan Umum.Skripsi, Prodi Hukum, Fakultas Sosial dan 

Humaniora, Universitas Nurul Jadid Piton Probolinggo. Pembimbing Herdy Pratama 

Susantyo, S.H.,M.H. 

Keywords: Participatory Supervision, Election Violations, Legal Analysis, Bawaslu, 

Public Participation; 

 

 

Enforcing integrity in the implementation of general elections (Pemilu) is a crucial 

aspect in maintaining the quality of democracy in Indonesia. One strategic approach 

to preventing election violations is through participatory oversight that involves the 

active role of the community. This thesis aims to legally analyze the form, mechanism, 

and effectiveness of participatory oversight within the Indonesian legal framework as 

an instrument for preventing election violations. This study uses a normative legal 

approach by reviewing related laws and regulations, including Law Number 7 of 

2017 concerning Elections, as well as technical regulations from the Election 

Supervisory Agency (Bawaslu). The results of the study indicate that normatively, 

participatory oversight has obtained legal legitimacy and become an integral part of 

the election oversight system. However, its implementation in the field still faces 

various obstacles such as a lack of public understanding, minimal socialization, and 

limited institutional capacity. Therefore, regulatory strengthening, ongoing political 

education, and collaboration between election organizers and civil society are 

needed to increase the effectiveness of participatory oversight as an instrument for 

preventing election violations. 
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